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PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH 
KALIMANTAN TIMUR 

Sekretariat : RSIA ‘AISYIYAH, Jln. P. Hidayatullah 64 Telp. 734533 – 741961 

SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR 
E-mail : pwakaltim@gmail.com Website: pwakaltim.or.id 

 

   

Nomor : 095/PWA/A/XII/2025 Samarinda, 28 Jumadil Akhir 1447 H 

Lampiran : 1 Berkas                     20 Desember       2025 M 

Hal    : Laporan LPLPP Pimpinan Wilayah   
Aisyiyah Kalimantan Timur Tahun 2025 

 

 

Kepada Yth: 

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

Prov. Kalimantan Timur 

Di- 

Tempat 

Assalamu’alaikum warahmutullahi wabarakatuh. 

Memperhatikan perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dengan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Provinsi Kalimantan Timur 

nomor 001/PWA/A/II/2025 dan 000.4.7.2/186/DKP3A-I/II/2025 tentang Sinergitas  

Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak. Dengan ini 

disampaikan laporan hasil pengisian standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan pimpinan wilayah Aisyiyah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dalam tautan 

https://bit.ly/LPLPPAisyiyahKaltim2025. Laporan ini sebagai bentuk sinergitas dan 

peningkatan kapasitas SDM guna pemenuhan standarisasi organisasi Pimpinan Wilayah 

‘Aisyiyah Kalimantan Timur. 

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas 

perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih. 

Nashrun Minallahi Wa Fathun Qoriib. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Ketua, 

 

 

Dra. Hj. Nurhayati Tappa 

NBM: 685 340 

Sekretaris, 

 

 

Dra. Hj. Ratnawati, M.Psi 

NBM: 696 767 
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman https://dkp3a.kaltimprov.go.id

 

Samarinda, 30 Desember  2025

Nomor      : 400.2.2/1338/DP3A-II/XII/2025
Sifat         : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal           : Usulan Standarisasi LPLPP

Yth.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Cq. Deputi Kesetaraan Gender
di Jakarta
  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PKS Aisyiyah dan DKP3A
Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor:  001/PWA/A/II/2025  dan  000.4.7.2/186/DKP3A/
I/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 serta surat Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan
Timur nomor 095/PWA/A/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025 tentang Laporan LPLPP
PWA Aisyiyah Kalimantan Timur tahun 2025, salah satu yang menjadi urusan bidang
Kualitas  Hidup  Perempuan  melalui  penguatan  dan  pengembangan  Standarisasi
Lembaga Penyedia Layanan (LPLPP) di daerah,  disampaikan usulan daftar Periksa
Potensi LPLPP (terlampir) dan borang LPLPP PWA Aisyiyah agar dapat dilakukan audit
dan  proses  standarisasi  LPLPP,  borang  isiannya  dapat  dilihat  melalui
https://bit.ly/LPLPPAisyiyahKaltim2025. 

Koordinasi  dan  informasi  lebih  lanjut  dapat  menghubungi  Saudari  Anna
Susilawaty,S.E. (Nomor Hp. 08125112001). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediannya diucapkan terima kasih.

 

Tembusan:
1.  Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2.  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)
 

Kepala Dinas,

    ${ttd}

Hj. Noryani Sorayalita, S.E., M.M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 196512151986012002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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DAFTAR PERIKSA POTENSI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(LPLPP)

 
Nama Lembaga : PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten/Kota : -

Petunjuk :
Silahkan mengisi tanda ceklis (√) pada kolom yang telah disediakan
 

NO PERSYARATAN ADA TIDAK
ADA

A.1 1 Lembaga ada di  tingkat  provinsi  dan terdaftar  di  DP3A
Provinsi? ˅

2 Lembaga ada di tingkat kabupaten/kota dan terdaftar di
DP3A Kabupaten/Kota?

3 Lembaga memiliki peraturan yang menjadi payung hukum
pelaksanaan  layanan  pemberdayaan  perempuan  di
daerah?

˅

4 Layanan  LPLPP  dapat  berkedudukan  di  kantor
Dinas/Lembaga  Masyarakat  atau  di  luar  kantor  namun
dalam kewenanan Dinas/Lembaga Masyarakat tersebut.
Jika lokasi layanan LPLPP terpisah dari kantor Dinas terkait
atau  Lembaga  masyarakat  terkait  di
Provinsi/Kabupaten/Kota,  maka lokasi  kedudukan LPLPP
tidak berada pada area yang dapat memberikan dampak
negatif  kepada kesehatan dan keamanan keluarga atau
area bertentang dengan kesusilaan

˅

A.2 1 Kebijakan layanan dengan komitmen seperti memberikan
layanan terbaik,  memenuhi perundangan-undangan dan
menghargai prinsip CEDAW

˅

2 Memiliki Kebijakan  tertulis yang berisi komitmen dalam
menjalankan  prinsip-prinsip  layanan,  yaitu  akuntabiliti,
transparansi, tidak diskriminatif, keadilan, kesetaraan dan
terjangkau.

˅

3 Kebijakan  layanan  dipublikasikan  untuk  publik  dan
dikomunikasikan kepada semua unsur pengelola

4 Memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip LPLPP?

A.3 1 Struktur  Organisasi  yang  dibuat  secara  tertulis  dengan
memperlihatkan  hubungan  antara  tim,  disertai  dengan
nama dan jabatan yang jelas. 

˅

2 Susunan  tim  pengelola  yang  mencakup  tugas  dan
tanggung jawab ˅

A.4 1 Memiliki  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  dilengkangpi
dengan  rencana  aksi,  perkiraan  biaya  dan  penanggung
jawab kegiatan.

˅
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B.1 1 Ketua  LPLPP,  memiliki  pengalaman  kerja  di  bidang
pemberdayaan  perempuan,  mendapatkan  pelatihan  di
bidang  pemberdayaan  perempuan  dan  memiliki
komitmen  dalam  keterlibatan  menyusun  perencanaan,
penyelenggaraan dan pemantauan lembaga.

˅

2 Tenaga  profesi  yang  memberikan  layanan  di  lembaga
memiliki latar belakang profesi di bidang-bidang layanan
dan  memiliki  pengalaman  mengikuti  pelatihan
pemberdayaan  perempuan  atau  pemberdayaan
masyarakat secara umum

˅

3 Seluruh  anggota  Lembaga  mendapatkan  pelatihan
mengenai pinsip-prinsip CEDAW. ˅

4 Kode Etik lembaga yang harus dipatuhi oleh seluruh 
anggota ˅

B.2 1 Bangunan di lokasi yang mudah diakses/dijangkau 
termasuk oleh orang yang berkebutuhan khusus (difable). ˅

2 Bangunan  tempat  beraktivitas  dengan  ruangan   yang
responsif  gender  dan  ramah  anak  sebagai  tempat
pelayanan,  antara  lain  terdiri  ruang  tunggu,  ruang
pelayanan konsultasi, ruang informasi dan edukasi, ruang
pertemuan, pelatihan, dan ruang pendukung

˅

3 Tersedia sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan
baik perangkat lunak seperti leaflet, booklet, video, dan
lain-lain)  dan perangkat  keras  seperti komputer/laptop,
kamera, alat rekam, alat peraga pelatihan.

˅

4 Tersedia ruang ASI ˅
5 Jalur Evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara

(TES) ˅
6 Terdapat  tanda  peringatan  dilarang  dan  sebagai  KTR

(Kawasan Tanpa Rokok) ˅
B.3 1 Sumber  daya  anggaran  yang  dibutuhkan  oleh  Lembaga

tercantum  dalam  RKT.  Sumber  datan  anggaran  dapat
bersumber  APBN,  APBD,  CSR,  Anggaran  Dana  Desa,
Donatur dan lain-lain

˅
2 Biaya  untuk  penyelenggaraan  layanan  dan  porgram

lembaga harus tersedia untuk jangka waktu 1 tahun ˅
C.1 1 SOP Penerimaan Permintaan ˅

2 Media  pencatatan  penerimaan  permintaan  (dapat
berbentuk hardcopy ataupun softcopy) ˅

3 Lembaga  mengembangkan  website  atau  platform
pendaftaran online  melalui media sosial. ˅

4 Surat balasan / surat konfirmasi kepada peminta/pegirim
permintaan ˅
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C.2 1 SOP Identifikasi Layanan ˅
2 Melakukan analaisis kebutuhan (need assessment) untuk

layanan dan program yang dibutuhkan oleh klien. Metode
yang  dilakukan  dengan  wawancara,  diskusi,  observasi
langsung/survei dan lain-lain

˅

3 Dokumentasi  seluruh  kegiatan  need  assesment berupa
foto, video, hasil wawancara, notulen dan lain-lain ˅

4 Lembaga  menginformasikan  kepada  klien  hasil  need
assesment dengan  mengirimkan  surat  balasan/surat
konfirmasi.

5 Desain  program  untuk  program  promosi/sosialisasi
Lembaga,  program peningkatan kapasitas,  dan program
pemberdayaan

˅

C.3A 1 SOP Layanan Informasi

2 Konten Informasi yang terkait dengan hak perempuan dan
pemberdayaan perempuan

C.3B 1 SOP Layanan Konsultasi ˅
C.3C 1 SOP Layanan Pelatihan ˅

2 Daftar  jenis-jenis  pelatihan  /  pelayanan  standar  untuk
menjadi referensi saat diskusi dengan klien. ˅

3 Melakukan  kajian  kemampuan  jika  dibutuhkan  jenis
pelatihan diluar standar ˅

4 Daftar nama dan kualifikasi anggota lembaga atau mittra
(fasilitator dilapangan) yang melaksanakan pelatihan.

5 Evaluasi  penyelenggaraan  pelatihan  untuk  mengukur
efektivitas kegiatan.

C.3D 1 SOP Layanan Rujukan ˅
2 Lembaga  harus  menyiapkan  kerjasama  atau  koordinasi

dengan pusat layanan dari lembaga lain setelah dilakukan
asesmen sebelumnya oleh LPLPP.

˅

C.3E 1 SOP Program Promosi / Sosialisasi

2 Kegiatan Promosi/sosialisasi dilakukan secara programatik
dan terstruktur dalam program lembaga

3 Desain Program Promosi / Sosialisasi 

4 Media KIE terkait pemberdayaan Perempuan

C.3F 1 SOP Peningkatan Kapasitas

2 Peningkatan kemapuan pengelola dapat dilakukan melalui
kegiatan  pendidikan,  pelatihan,  studi  banding,
pendampingan, dan lain-lain
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3 Lembaga  harus  memasukkan  rencana  peningkatan
kapasitas  dari  anggota  pengelolanya ke  dalam Rencana
Kerja  Tahunan  (RKT)  lembaga  dan  harus  melakukan
tinjauan  terhadap  efektivitas  dari  upaya  peningkatan
kapasitas tersebut secara berkala

˅

C.3G
1 SOP Program Pemberdayaan ˅
2 Desain Program Pemberdayaan ˅
3 Program pemberdayaan harus juga memperhatikan tujuan

dan  target  dalam  agenda  dunia  terkait  pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs)

4 Dalam merancang program pemberdayaannya,  lembaga
harus menerapkan 4 prinsip pemberdayaan masyarakat
yaitu prinsip:
a.  Kesetaraan
b.  partisipasi
c.  keswadayaan atau kemandirian dan
d.  berkelanjutan

5 Terminasi  program  sebagai  tahap  akhir  program
pemberdayaan  direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan
efektif dan konsisten

6 Lembaga  harus  memiliki  program  pemberdayaan  di  6
bidang  seperti  politik,  hukum,  ekonomi,  pendidikan,
kesehatan  dan  lingkungan  hidup.  Jika  lembaga  tidak
memiliki  program  pemberdayaan  di  bidang  tertentu
secara  internal  (dilakukan  sendiri  oleh  lembaga),  maka
lembaga harus bekerjasama dengan jejaring (lembaga lain)
untuk menjalankan pemberdayaan di bidang bersebut.

7 Jika  lembaga  memiliki  program  pemberdayaan  melalui
kerjasama dengan lembaga jejaring, maka lembaga harus
mengirimkan  laporan  pelaksanaan  serta  menerapkan
salah  satu  atau  lebih  dari  mekanisme  pengendalilan
tersebut di bawah ini: 
a.   Memberikan  SOP  program  pemberdayaan  yang

lembaga  terapkan  untuk  diadopsi  oleh  lembaga
jejaring

b.   Meninjau  (review)  dan  menyetujui  SOP  program
pemberdayaan lembaga jejaring

c.    Menempatkan tenaga profesi  atau staf  lembaga di
lokasi kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh
lembaga jejaring

8 Laporan tertulis pelaksanaan program pemberdayaan dari
lembaga jejaring

D.1 1 Pemantauan dilaksanakan melalui:

a. sistem pencatatan pelaporan;
b. pertemuan forum koordinasi;
c. melakukan  kunjungan  lapangan  dengan

melibatkan berbagai pihak terkait;
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d. menyusun laporan hasil pemantauan.

2 Pemantauan dilakukan secara berjenjang:

a. Untuk  Lembaga  Dinas,  pemantaruan  di  provinsi
oleh  Kementerian  PPPA  dan  di  kabupaten/kota
oleh Provinsi. 

b. Untuk  Lembaga  Masyarakat,  pemantauan
dilakukan  oleh  tim  asesor  internal  LPLPP  dan
dilaporkan  hasilnya  kepada  Dinas  PPPA  yang
berwenang  di  wilayah  keberadaaan  Lembaga,
sebagaimana persyaratan D.3.2.

3 Pemantauan dilakukan secara periodik minimum 6 (enam)
bulan sekali

D.2 1 Evaluasi dilakukan terintegrasi dalam dokumen:

a. Evaluasi  Daerah;
b. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
(APE); dan

c. Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

2 Indikator output kinerja LPLPP yang diukur adalah:

a. Tersusunnya  kegiatan  yang  dilaksanakan  melalui
LPLPP;

b. Tersedianya  informasi  tentang  prosedur
pemberian layanan secara sederhana;

c. Jenis dan frekuensi layanan yang disediakan oleh
LPLPP;

d. Tersedianya  standar  operasional  prosedur  (SOP)
layanan di LPLPP;

e. Jumlah  tenaga  profesional  baik  laki-laki  dan
perempuan  seperti  tenaga  profesi,  konselor,
pelatih yang tersedia di LPLPP; 

f. Jumlah  perempuan yang  memanfaatkan layanan
LPLPP; 

g. Jumlah  layanan  informasi  pemenuhan  hak
perempuan;

h. Jumlah  lembaga  masyarakat  yang  ikut
berpartisipasi dalam mendukung LPLPP;

i. Jumlah  organisasi  perempuan  yang  terlibat  di
LPLPP;

j. Jumlah dunia usaha/swasta yang ikut berpartisipasi
dalam mendukung LPLPP;

k. Jumlah  kegiatan  program  pemberdayaan  yang
telah dilaksanakan.

D.3 1 Laporan yang disusun meliputi laporan perencanaan dan
pelaksanaan  Program/Kegiatan  dengan  melampirkan
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laporan Tahunan.
2 Pelaporan LPLPP dilakukan setiap tahun secara berjenjang

mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi
melalui  Dinas  PPPA  kabupaten/kota  dan  provinsi,
selanjutnya  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak provinsi akan menyampaikan laporan
tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  kepada  Menteri
PPPA.
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